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ABSTRAK

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengawas sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya atau belum. Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Data yang diperoleh dianalisis melalui pengelompokkan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Metode kajian yang dilakukan yaitu kajian pustaka dengan menganalisis sumber data primer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkap fenomena yang sedang diteliti. Konsep dasar pengawasan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, dan menilai biaya penggunaannya untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan dana desa yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana di UPK Bina Artha sudah baik namun pada sisi pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa kurang efektif karena pihak yang berperan dalam pengelolaan dana desa belum melaksanakan pelaporan secara transparansi. Efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan sebagian sumber daya manusia belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta terlambatnya penyampaian laporan SPJ oleh desa kepada pihak yang berwenang. Hal ini dipengaruhi rendahnya pengetahuan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. 
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PENDAHULUAN
Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaaan. Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, yang mana pemerintah daerah memiliki keleluasaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam sistem pemerintahan desa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Berdasarkan hal tersebut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan diharapkan aparat di daerah lebih terbuka (bersifat transparansi) sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembangunan desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sendiri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang mewakili wilayah dan ketetapan secara demokratis. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan masalah serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang menonjol mengenai desa dari salah satu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dikeluarkannya suatu kebijakan baru yaitu dana desa. Dana desa merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberadaan dana desa berpengaruh besar dalam pembangunan baik secara fisik maupun non fisik untuk menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dana desa harus digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat menanggulangi kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. 
Saat menggunakan dana tingkat desa diperlukan badan konsultasi tingkat desa (BPD) sebagai pengawasan, agar dana tersebut dapat digunakan secara jelas untuk pembangunan di tingkat desa. Dalam hal pengawasan dana di tingkat desa, laporan pertanggungjawaban sistem di tingkat desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar sehingga mudah untuk melakukan manipulasi data. Oleh karena itu, perlu dirumuskan aturan yang jelas untuk mengawasi dana tingkat desa dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) guna mengontrol proyek yang didanai oleh dana desa untuk mencegah aparat melakukan penggelapan dana pemerintahan di tingkat desa. Pengawasan terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan atau belum. Secara sederhana maksud pengawasan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian efektifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi termasuk birokrasi pemerintahan. Efektivitas yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya perencanaan atau hasil yang telah ditetapkan. Fenomena permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa adalah masalah yang ada dalam pengelolaan dari segi perencanaan dan penganggaran sulit untuk dihindari karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya maupun pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan yang berkaitan dengan perencanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan pelaporan yang kurang transparansi. Efektivitas suatu program yang dijalankan suatu organisasi berimplikasi pada hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implikasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran tidak semudah apa yang kita bayangkan, penerapan pengawasan banyak ditemukan terjadinya kendala, yakni adanya gap atau kesenjangan mengingat perilaku dan tuntutan pegawai cepat berubah dalam kondisi yang berbeda. Beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa diantaranya yaitu : masyarakat yang mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa; BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa; Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa; Inspektorat Pemerintah Kabupaten berperan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu Inspektorat berperan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan dana desa. Jasasila (2020) menjelaskan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan serta pengawasan keuangan desa. Kemudian, Salma (2021) membahas mengenai efektivitas pengelolaan dana desa. Dibentuknya pengawasan agar dapat mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana bentuk pengawasan dalam pengelolaan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung?, (2) Bagaimana efektivitas pengawasan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung? (3) Apa yang menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bentuk pengawasan dalam pengelolaan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung, (2) Mengetahui efektivitas pengawasan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung, (3) Mengetahui faktor penghambat efektivitas pengawasan dana desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkap fenomena yang sedang diteliti. Tim Pengawas 1 orang merupakan informan yang digunakan dalam penelitian ini karena menguasai dan terlibat secara langsung mengenai topik penelitian serta mampu memberikan informasi yang jelas dan tepat. 
Lokasi penelitian pada UPK Bina Artha Kecamatan Kedung. Untuk menganalisa data variabel pengawasan dan efektivitas pengelolaan keuangan diperoleh melalui daftar pertanyaan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung
Fungsi manajemen merupakan indikator yang sangat penting dalam pengawasan. Proses terjaminnya suatu tujuan manajemen dan organisasi dapat tercapai merupakan definisi dari pengawasan. Sehubungan dengan pendapat di atas, Mc Farland yang dikutip oleh Hendri Ryadi, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa dimulai dari proses pelaksanaan program hingga penyelesaian program. Aparatur pemerintah, BPD, dan masyarakat merupakan tim pengawas yang bertugas mengawasi berjalannya pelaksanaan program pekerjaan. Selain itu, yang bertugas mengawasi secara diam-diam merupakan tugas dari pengawas pusat. Yang terakhir yang bertugas mengecek hasil pekerjaan mengenai anggaran penggunaan dana desa dari pihak inspektorat yang turun secara langsung bersama KPK merupakan tugas dari pengawas langsung. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hartian Widhanto, tim pengawas desa Kedung mengatakan : terkait pelaksanaan program, setiap lokasi setelah program selesai selalu dipasang papan prasasti sebagai bukti laporan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaporan dan pertanggungjawabaan kurang efektif karena dana yang digunakan dalam program pembangunan tidak dapat dilihat oleh masyarakat luas namun pada bidang pengawasan sudah efektif. Yang dapat memeriksa maupun melihat laporan pengelolaan dana desa hanya para tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung saat pelaksanaan musyawarah pada tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa selain asas partisipatif, asas transparansi termasuk di dalamnya. Informasi yang didapat dan keterangan yang diperoleh rakyat mengenai keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan yang menyangkut asas transparansi. Prinsip ini menaruh hak kepada rakyat untuk memperoleh keterangan yang jujur dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan permintaan desa dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Terciptanya suatu transparansi dan keterbukaan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah dan aparat desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan dana desa adalah akuntabilitas yaitu sebagai pengelola keuangan sekaligus pelaku administrasi yang menjadi kelompok sasaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang wajib dilakukan. Prinsip akuntabel ini memiliki arti bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah desa yang menggunakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Pada intinya konsep dasar pengawasan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, dan menilai biaya penggunaannya untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan dana desa yang tersedia. Hal yang sering dipertanyakan dan berkaitan dengan pengawasan adalah seberapa besar tingkat kesesuaian antara dana yang dialokasikan pada setiap komponen anggaran dengan realisasi anggaran. Jika tidak sesuai antara rencana dengan realisasinya maka perlu dilakukan perbaikan dan diproses jalur hukum. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa pengawasan harus dapat membuktikan kecocokan dan ketidaksesuaian, serta mengetahui penyebab dari ketidaksesuaian tersebut. 
2. Efektivitas Pengawasan Dana Desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung
Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Kata efektif berasal dari Bahasa inggris effective yang memiliki arti berhasil. Menurut Siswanto dalam Hendri Ryadi mendefinisikan efektivitas sebagai menjalankan pekerjaan yang benar, dan memiliki kemampuan untuk sasaran yang tepat. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai kecakapan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah Shaun Tyson & Tony Jacson dalam Hendri Ryadi. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindak sasaran yang telah ditetapkan, apabila mendekati sasaran maka tingkat efektivitasnya semakin tinggi. Menurut Adiasasmita dalam Duval Ardiansyah (2017) efisiensi dan efektivitas merupakan jalan penghubung bagi pemerintah daerah untuk mencapai good governance. Sistem akuntansi sektor publik yang baik mampu mendukung pelaksanaan pengelolaan dana publik berdasarkan konsep efisiensi dan efektivitas. Sistem akuntansi sektor publik yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program yang tidak layak pakai secara ekonomi. Dalam terwujudnya organisasi yang efektif, tidak lepas dari perwujudan fungsi yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuannya. Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa, untuk mencapai hasil yang efektif terdapat beberapa faktor kendala yang mempengaruhi BPD dalam menjalankan tugas pokoknya, fasilitas usaha yang diberikan BPD lebih sedikit subsidi, serta kurangnya pelatihan tentang pemerintah desa. 
Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatannya. Jika efisiensi berkaitan antara output atau apa yang sudah dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil yang sesungguhnya dicapai). Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mencapai efektivitas adalah pengarahan dari pimpinan sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku di kalangan lembaga pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan dana desa yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh atasan memahami tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil pembahasan tentang efektivitas yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output atau hasil yang sudah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Faktor Penghambat Efektivitas Pengawasan Dana Desa di UPK Bina Artha Kecamatan Kedung
Hambatan adalah faktor yang memiliki sifat menghalangi kinerja sebuah sistem. Adapun faktor penghambat efektivitas pengawasan dana desa adalah sumber daya aparatur, karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak bagi suatu organisasi. Peran pengawasan sangatlah penting sebagai salah satu fungsi manajemen yang harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencapai tujuan organisasi. Kurangnya sumber daya manusia dapat menyebabkan gagalnya suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Berbanding terbalik apabila sumber daya manusia memiliki kuantitas dan kualitas yang baik dapat mendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara terdapat pernyataan bahwa penyebab ketidakefektivan pengawasan adalah keterlambatan pelaporan yang diakibatkan oleh kurangnya personil pemeriksa. Selain itu, kurangnya pemahaman pemeriksa ADD menyebabkan faktor penghambat efektivitas pengawasan dikarenakan terdapat perbedaan persepsi dalam menyikapi suatu masalah di desa antara pemeriksa dengan pemerintah desa. Tak hanya itu, penentuan obyek pemeriksaan belum didasarkan pada penilaian risiko ataupun skoring sehingga pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya pengawasan berpotensi mengakibatkan timbulnya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengawasan, maka penyimpangan tersebut dapat terdeteksi dan para aparat dapat melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dana desa dengan lebih berhati-hati dan bertanggungjawab. 
Berdasarkan faktor penghambat efektivitas pengawasan dana desa yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat efektivitas pengawasan dana desa adalah sebagian sumber daya manusia belum memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta terlambatnya penyampaian laporan SPJ oleh desa kepada pihak yang berwenang. 

SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana di UPK Bina Artha belum dilaksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan terbilang kurang baik dikarenakan hanya tokoh masyarakat tertentu yang bisa melihat maupun memeriksa laporan pengelolaan dana desa karena saat pelaksanaan musyawarah tingkat desa para masyarakat terlibat secara langsung di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat desa dan masih rendahnya masukan, ide dan saran dari masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kegiatan pengelolaan dana desa. Pengawasan dalam pengelolaan dana di UPK Bina Artha sudah terbilang baik akan tetapi pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa kurang efektif karena dana yang digunakan dalam program pembangunan tidak dapat dilihat oleh masyarakat luas (masih belum transparansi). Selain itu, pada sisi penentuan obyek pemeriksaan masih terbilang sangat rendah karena belum didasarkan pada penilaian risiko ataupun skoring. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut terjadi karena sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta belum memiliki kemampuan baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung terkait pelaksanaan program yang selalu dipasang papan proyek di setiap lokasi. Papan proyek (prasasti) dipasang setelah program selesai sebagai bukti laporan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan sisi partisipatif pada asas pengelolaan dana desa. 

SARAN
Pelaksanaan program dari sisi perencanaan perlu ditingkatkan lagi agar pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik. Dukungan perencanaan pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan lagi atas partisipasi seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem pembagian tugas pada pengorganisasian yang telah disepakati bersama perlu dipertahankan karena pengelolaan dana desa sudah efektif serta agar seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Dalam pelaksanaan program yang telah disepakati dapat melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan kemampuannya sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa perlu dipertahankan karena dikatakan sudah efektif.. Namun pada sumber daya manusia harus diperhatikan lagi agar memudahkan proses pembukuan dan dapat terlaksana dengan baik. Pada sisi pengawasan perlu ditingkatkan lagi agar pemerintah terbuka kepada masyarakat luas terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat desa.  
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